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Minyak dan gas bumi seharusnya dikelola secara legal dan berizin sesuai 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan 

penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, namun pada kenyataannya aktivitas penyulingan minyak ilegal masih 

terjadi di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang menimbulkan 

kerugian negara, kerusakan lingkungan, serta risiko kebakaran akibat lemahnya 

pengawasan, keterbatasan aparat, dan kurangnya koordinasi antar instansi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam menangani aktivitas penyulingan minyak ilegal di 

Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, serta untuk menganalisis 

kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam 

proses penanganan dan penindakan terhadap kegiatan penyulingan minyak ilegal 

tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui penelitian 

lapangan. Data diperoleh dari sumber primer melalui wawancara dengan informan 

dan responden, serta sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan 

seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 

Gas Bumi, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dilakukan melalui 

upaya preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan melalui 

penyuluhan hukum, pemberian imbauan, dan pembinaan kepada masyarakat. 

Upaya preventif dilakukan melalui patroli, sosialisasi, pemetaan lokasi, serta 

koordinasi dengan instansi terkait. Adapun upaya represif dilakukan melalui 

penyelidikan, penyidikan, penyitaan barang bukti, dan penindakan terhadap pelaku 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendala yang dihadapi meliputi 

lokasi penyulingan yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana dan prasarana, 

rendahnya partisipasi masyarakat, serta faktor ekonomi. Untuk mengatasinya, 

kepolisian meningkatkan patroli, penyuluhan hukum, koordinasi dengan instansi 

terkait, dan kerja sama dengan masyarakat. 

Disarankan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama 

pemerintah daerah Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 

meningkatkan kerja sama dengan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi guna 

mengurangi ketergantungan pada penyulingan minyak ilegal. 
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